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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
  
 
 

 

TAHUN   2009   NOMOR  2  SERI  C 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR  3 TAHUN  2009 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyediaan 
fasilitas Rumah Potong Hewan kepada masyarakat 
perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai; 

 
b. bahwa dengan mengadakan peningkatan pelayanan 

penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan 
Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor      
Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 1999 
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu diganti 
dan ditetapkan kembali; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan dan 
Pemotongan Hewan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1842); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang 
Pembuatan, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian 
Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis 
untuk Hewan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1973 Nomor 23); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang 
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan 
Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang 
Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4139); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13            
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174       
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175       
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 
Seri E); 

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Kota Bogor (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 

dan 

WALIKOTA BOGOR 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Kota Bogor. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  
 
3. Walikota adalah Walikota Bogor. 
 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD  

adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai 
tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan di bidang peternakan. 

 
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan (yang selanjutnya 

disebut UPTD RPH adalah UPTD pada SKPD yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi di bidang peternakan. 

 
6. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah bangunan 

atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarananya 
yang disediakan serta dipergunakan untuk kegiatan pemotongan 
hewan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
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